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PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Sgm
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim
telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:
Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jingaraka, 31 Desember 1980, agama
Islam, pekerjaan tukang batu, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai
Pemohon;
melawan
Termohon, tempat dan tanggal lahir Bontomajannang, 31 Desember 1981,
agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Kabupaten Gowa, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2019
telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Sgm,
tanggal 03 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang
menikah pada hari Rabu tanggal 19 April 2000 M bertepatan dengan
tanggal 14 Muharram 1421 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai
dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/55/IV/2000, tertanggal
Camabaya, 26 April 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama dirumah orang tua Termohon dan di rumah orangtua Pemohon
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secara bergantian dan terakhir tinggal di rumah orangtua pemohon dan
sejak bulan oktober 2018 Termohon pergi meninggalkan rumabh;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak yang masing-masing bernama:

- #Nama anak, (umur 18 tahun);

#Nama anak , (umur 13 tahun);
- #Nama anak , (umur 8 tahun);

Ke 3 orang anak tersebut dalam pengeasuhan Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni
2017 Pemohon dan Termohon sudah mulai timbul perselisihan yang
disebabkan:

- Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain beristri bernama
darwis;

- Termohon suka bermain judi kartu Joker meskipun Pemohon
menasihatinya untuk tidak bermain judi;

5. Bahwa pada bulan September 2018 merupakan puncak perselisihan
Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon
cekok dan bertengkar gara-gara Pemohon menerima telpon dari istri laki-
laki bernama Darwis dengan mengatakan kalau Termohon istri saya ada
hubungan asmara dengan suaminya dan setelah itu Pemohon mendatangi
Termohon dan marah kepada Termohon dengan menghantamkan helm
didepan Termohon dan ketika itu Termohon kaget dan panik kemudian
langsung pergi meninggakkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sudah
ada sekitar 3 bulan lebih lamanya dengan tanpa saling memperdulikan
terhitung sejak bulan September 2018 sampai dengan Pemohon
mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa
tanggal 02 Januari 2019;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali

rukun dengan Termohon;
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8. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar
hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk
mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan
Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raja€™i terhadap

Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu
raja€™i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Sungguminasa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
Subsider:
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Perkara
Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Sgm, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya
untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
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selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis ;

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/55/IV/2000, tertanggal

Camabaya, 26 April 2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe,

Kabupaten Gowa, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua

Majelis ditandai dengan (Bukti P);

B. Saksi-saksi ;

1. #Nama saksi , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tante Pemohon;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama
sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai 3 orang
anak semuanya dalam pengasuhan Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak
rukun sejak bulan Oktober 2018, karena Termohon punya hubungan
dengan laki-laki lain dan saksi melihat pertengkarannya;

- Bahwa Termohon pergi tinggalkan Pemohon sejak Oktober 2018, yang
kini sudah 3 bulan lamanya;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon
tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri ;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon,
namun tidak berhasil;

2. #Nama saksi , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sepupu satu kali

Pemohon;
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- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon  tinggal

bersama selaku suami istri di rumah orang tua Pemohon dan dikaruniai

3 orang anak semuanya dalam pengasuhan Termohon;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai

tidak rukun sejak Oktober 2018, karena Termohon menjalin hubungan

dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi melihat pertengkaran kedua belah pihak;

- Bahwa Termohon pergi tinggalkan Pemohon sejak Oktober 2018,

yang kini sudah 3 bulan lamanya,;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan

Termohon tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami

istri ;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan

Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah
bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon
putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal
sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas
menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil
Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum
Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan
Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa,
mengadili permohonan Pemohon;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata
harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak
pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi
Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar
rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah harus
dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara
verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap
membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yang merupakan akta autentik dan telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai hubungan keperdataan antara Pemohon dan Termohon sebagai
suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai
perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat, didengar
sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
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diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai terjadinya
pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama sejak Oktober
2018, dimana Termohon pergi tinggalkan Pemohon karena terjadi
pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308
R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon,
keterangan Pemohon serta alat-alat bukti maka ditemukan fakta hukum sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berselisih terus menerus;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Oktober
2018;

4. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang
sudah 3 bulan lamanya ;

5. Bahwa sejak berpisah tempat sudah tidak ada lagi komunikasi dengan
Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan
perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan
dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu
antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus dan sudah
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berpisah tempat tinggal 3 bulan lamanya serta tidak ada harapan untuk hidup
rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah
beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi
dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149
(1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan
Pemohon dengan Verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan
Agama Sungguminasa, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai
dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raja€™i
terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Sungguminasa;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 391.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nurbaya sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H dan
Mudhirah, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim
Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Achmad Tasit, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H Dra. Hj. Nurbaya

Hakim Anggota,

Mudhirah, S.Ag.,MH
Panitera Pengganti,

Achmad Tasit, S.H
Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 300.000,00
4. Redaksi RP 5.000,00
5. Meterai RP 6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

(‘tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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